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BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1.1.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan analisis peneliti mengenai implementasi kebijakan 

pengelolaan retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

dikabupaten Lombok utara yaitu: 

1. Komunikasi belum berjalan optimal, dimana penyebaran komunikasi 

belum berjalan dengan baik. Adapun indikator-indikator yang 

dikemukakan oleh para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan baik 

antara satu dengan yang lain masih adanya distori yang menyebabkan 

terjainya bias komunikasi, ketidakmampuan dalam memahami suatu 

kebijakan. selain itu juga, konsistensi yang dimiliki dinas perhubungan 

terkait pemungut retribusi parkir dalam melakukan kewenangannya 

mengimplemetasikan kebijakan retribsi parkir belum berjalan efektif, 

oleh karena ada bagian-bagian dalam kebijakan belum dilaksanakan. 

2. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia/aparatur, anggaran 

dan peralatan yang belum terpenuhi dan memadai dalam melakukan 

suatu implementasi kebijakan. 

3. Disposisi yang ada didinas perhubungan sudah berjalan dengan baik, 

akan tetapi karena masih kurangnya kemampuan, pengetahuan dan 
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pengalaman dari sumber daya manusia mengakibatkan disposisi belum 

bisa berjalan dengan baik. 

4. Struktur birokrasi yang dimiliki dinas perhubungan sudah ada dan harus 

melakukan koordinasi dengan baik dalam organisasi . 

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah 

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah , adapun faktor 

pendukung tersebut yaitu pemerintah, para pengusaha, juru parkir 

maupun masyarakat yang menggunakan jasa parkir itu sendiri dan bisa 

dilihat titik area parkir yang ada maupun retribusi yang terus bertambah 

setiap tahun yang melampaui target. 

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi 

Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan 

sebagai faktor yang menghambat implementasi kebijakan yaitu 

ketersediaan fasilitas parkir yang belum memadai, lokasi parkir yang 

belum memadai, pengendalian dan pengawasan parkir belum optimal 

dan target yang diterapkan masih rendah, dan itulah faktor-faktor yang 

akan berpengaruh dan bisa menjadi penghambat dari implementasi 

kebijakan yang telah dibuat. 

 

 



 

1.2 Saran  

1. Perlunya penambahan aparatur pelaksana yang memiliki kemampuan 

dan pengetahuan khusus dalam mengatur parkir. 

2. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas terkait 

dan masyarakat terkait mengenai kebijakan parkir yang telah dibuat. 

3. Keterbukaan dari dinas terkait perihal mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian atau tugas akhir. 
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